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ABSTRACT; Hukum lingkungan memainkan peran krusial dalam mengatasi dan
memperbaiki permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Mengingat tantangan
vang dihadapi, seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim, regulasi
vang efektif diperlukan untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Artikel
ini membahas peran hukum lingkungan dalam pengaturan pemanfaatan sumber
daya, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dalam pelestarian
lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum lingkungan,
diharapkan dapat tercipta kebijakan yang berkelanjutan dan efektif untuk menjaga
lingkungan hidup Indonesia.

Keywords: Environmental Law, Environmental Issues, Indonesia, Regulation,

Sustainability.

ABSTRAK; Hukum lingkungan memainkan peran krusial dalam mengatasi dan
memperbaiki permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Mengingat tantangan
yang dihadapi, seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim, regulasi yang
efektif diperlukan untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Artikel ini
membahas peran hukum lingkungan dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya,
penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum lingkungan, diharapkan dapat
tercipta kebijakan yang berkelanjutan dan efektif untuk menjaga lingkungan hidup
Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Permasalahan Lingkungan, Indonesia, Regulasi,
Keberlanjutan

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi berbagai
tantangan lingkungan yang serius. Deforestasi, pencemaran air dan udara, serta perubahan
iklim menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Pertumbuhan industri dan urbanisasi yang

pesat sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan, sehingga menyebabkan
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kerusakan ekosistem yang signifikan. Dalam konteks ini, hukum lingkungan berperan sebagai
instrumen penting untuk mengatur dan melindungi lingkungan hidup. Dengan adanya regulasi
yang ketat, diharapkan permasalahan lingkungan dapat diminimalkan.*

Hukum lingkungan di Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam berbagai undang-
undang dan peraturan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan
ekonomi dan pelestarian lingkungan. Namun, implementasi hukum ini sering kali menghadapi
tantangan, baik dari segi penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu,
penting untuk mengevaluasi efektivitas hukum lingkungan yang ada dan mencari solusi untuk
meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.?

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran hukum
lingkungan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, artikel
ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan praktik yang dapat
meningkatkan keberhasilan implementasi hukum lingkungan. Dengan demikian, diharapkan
masyarakat dapat lebih memahami pentingnya hukum lingkungan dalam menjaga
keberlangsungan hidup di bumi.

Selanjutnya, tulisan ini akan membahas tinjauan literatur yang relevan untuk
memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami permasalahan yang dihadapi.
Tinjauan ini mencakup berbagai studi dan analisis yang menunjukkan hubungan antara hukum
lingkungan dan kondisi lingkungan di Indonesia. Dengan memahami konteks ini, diharapkan

pembaca dapat melihat urgensi dari penerapan hukum lingkungan yang lebih efektif.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur ini mengkaji berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai hukum
lingkungan di Indonesia. Banyak studi menunjukkan bahwa hukum lingkungan yang ada
sering kali tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga tujuan perlindungan lingkungan
tidak tercapai. Penelitian oleh beberapa ahli hukum menyimpulkan bahwa kurangnya
penegakan hukum menjadi faktor utama dalam kegagalan regulasi lingkungan. Hal ini
menciptakan budaya impunitas yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang lebih

parah.

! Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Statistik Lingkungan Hidup,” 2020.
2 Adha Fadli, “Masyarakat Sipil Dan Hukum Lingkungan: Studi Kasus Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Lingkungan
12(1) (2018): 45-60.
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Selain itu, literatur juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan terkait lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan
efektivitas hukum lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan kesadaran dan
kepatuhan terhadap hukum lingkungan dapat meningkat. Ini juga menciptakan rasa memiliki
terhadap lingkungan, yang sangat penting dalam upaya pelestarian.

Tinjauan ini juga mencakup analisis mengenai pendekatan hukum yang berbeda,
termasuk hukum adat dan hukum internasional. Hukum adat sering kali menjadi solusi lokal
yang efektif dalam mengelola sumber daya alam, namun sering kali terabaikan dalam sistem
hukum formal. Sebaliknya, hukum internasional memberikan kerangka kerja yang dapat
membantu negara dalam mencapai tujuan keberlanjutan, tetapi tantangannya adalah
penegakan yang lemah di tingkat nasional.

Studi tentang perubahan iklim juga menunjukkan perlunya integrasi aspek lingkungan
dalam perencanaan pembangunan. Banyak penelitian mengindikasikan bahwa pengabaian
terhadap faktor lingkungan dalam perencanaan dapat mengakibatkan bencana ekologis. Oleh
karena itu, hukum lingkungan perlu berfungsi tidak hanya sebagai alat regulasi, tetapi juga

sebagai panduan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi
peran hukum lingkungan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.
Pendekatan ini dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena
yang diteliti. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan pakar
hukum lingkungan, serta analisis kebijakan yang relevan. Dengan menggabungkan berbagai
sumber data, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang
isu yang dihadapi.

Selanjutnya, analisis dokumen dilakukan untuk mengkaji peraturan dan undang- undang
yang ada. Ini mencakup tinjauan terhadap kebijakan pemerintah dan implementasinya di
lapangan. Dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi, penelitian ini berusaha untuk
mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik yang terjadi. Hal ini penting untuk

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum lingkungan di Indonesia.
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Dalam menganalisis data, metode triangulasi digunakan untuk memastikan validitas dan
reliabilitas temuan. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, diharapkan hasil
penelitian dapat mencerminkan realitas yang lebih akurat. Proses analisis dilakukan secara
sistematis, dengan mengkategorikan data ke dalam tema-tema yang relevan untuk menjawab
pertanyaan penelitian.

Akhirnya, penelitian ini mengandalkan analisis deskriptif untuk menyajikan hasil
temuan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menjelaskan secara rinci mengenai
permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diusulkan. Temuan ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan

masyarakat dalam upaya memperbaiki kondisi lingkungan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum lingkungan di Indonesia memiliki banyak aspek yang perlu dianalisis untuk
memahami efektivitasnya dalam menghadapi tantangan lingkungan yang ada. Salah satu isu
utama adalah lemahnya penegakan hukum. Meskipun terdapat berbagai undang-undang yang
dirancang untuk melindungi lingkungan, implementasinya sering kali tidak konsisten. Banyak
pelanggaran yang terjadi tanpa sanksi yang memadai, yang menyebabkan kerugian ekologis
yang signifikan. Ketidakpastian dalam penegakan hukum menciptakan rasa impunitas di
kalangan pelanggar.’

Sebagai contoh, praktik illegal logging masih marak terjadi di berbagai daerah di
Indonesia. Meskipun ada undang-undang yang melarangnya, upaya penegakan hukum sering
kali terhambat oleh korupsi dan kurangnya sumber daya di lapangan. Hal ini mengakibatkan
hutan yang seharusnya dilindungi menjadi rusak dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat dan transparan menjadi sangat penting
untuk melindungi ekosistem.

Selain penegakan hukum, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran
masyarakat tentang pentingnya hukum lingkungan. Banyak masyarakat yang belum
memahami hak dan kewajiban mereka terkait lingkungan. Kurangnya pendidikan dan

informasi membuat mereka tidak terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Oleh

3 Andriani N, “Hukum Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia,” in Penerbit Universitas
Indonesia. (Jakarta, 2020).
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karena itu, program penyuluhan dan pendidikan lingkungan perlu ditingkatkan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat.

Peran media juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai isu
lingkungan. Media massa dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarluaskan informasi
mengenai dampak negatif dari aktivitas yang merusak lingkungan. Melalui laporan investigasi
dan kampanye sosial, media dapat memicu diskusi dan mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan demikian, kolaborasi antara
pemerintah, media, dan masyarakat sangat diperlukan.*

Selanjutnya, pendekatan hukum yang berbasis pada prinsip keberlanjutan harus
diintegrasikan ke dalam kebijakan publik.® Hukum lingkungan seharusnya tidak hanya
berfokus pada pencegahan kerusakan, tetapi juga pada pemulihan ekosistem yang sudah rusak.
Pendekatan ini mencakup restorasi lahan, rehabilitasi ekosistem, dan pengelolaan sumber daya
secara berkelanjutan. Dengan cara ini, hukum lingkungan dapat berkontribusi pada
pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Hukum adat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam di
Indonesia. Masyarakat adat sering kali memiliki pengetahuan dan praktik yang telah teruji oleh
waktu dalam menjaga lingkungan. Namun, pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem
hukum nasional masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan hukum adat
ke dalam kerangka hukum lingkungan formal. Ini tidak hanya menghormati hak masyarakat
adat, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan lokal dalam upaya konservasi.®

Salah satu contohnya adalah upaya komunitas adat dalam menjaga hutan mereka dari
penebangan liar. Dengan mengandalkan pengetahuan tradisional dan praktik pengelolaan yang
berkelanjutan, mereka dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Pemerintah perlu memberikan
dukungan kepada masyarakat adat dalam bentuk kebijakan yang memperkuat hak mereka atas
tanah dan sumber daya alam.

Perubahan iklim juga menjadi tantangan besar bagi hukum lingkungan di Indonesia.

Dengan meningkatnya frekuensi bencana alam, seperti banjir dan kekeringan, penting bagi

4 Lestari, “Peran Media Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan,” Jurnal Komunikasi Dan Lingkungan 8(3)
(2017): 90-102.

> Sudrajat, “Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan,” Jurnal
Pembangunan Berkelanjutan 11(2) (2019): 155-170.

6 Astuti, “Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49(2)
(2019): 123-40.

64


http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
https://ejurnals.com/ojs/index.php/jih

JURNAL INOVASI HUKUM
Vol 7, No. 1, Januari 2026
https://ejurnals.com/ojs/index.php/jih

hukum lingkungan untuk beradaptasi. Regulasi yang ada perlu mempertimbangkan dampak
perubahan iklim dan mendorong tindakan mitigasi serta adaptasi.’ Ini termasuk pengembangan
infrastruktur yang ramah lingkungan dan penggunaan sumber daya energi terbarukan
Pembangunan berkelanjutan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan lingkungan.
Hukum lingkungan di Indonesia perlu mendorong investasi dalam teknologi hijau dan praktik
ramah lingkungan.® Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam
mengembangkan inisiatif lingkungan juga sangat penting. Melalui kemitraan yang strategis,
dapat tercipta solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Salah satu inisiatif yang dapat diimplementasikan adalah program tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) yang berfokus pada keberlanjutan. Perusahaan harus berperan aktif dalam
menjaga lingkungan di sekitar mereka. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan,
perusahaan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga
meningkatkan citra mereka di mata masyarakat.

Pengembangan kebijakan yang berbasis data dan penelitian ilmiah juga sangat penting.
Hukum lingkungan harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat agar lebih efektif dalam
menghadapi tantangan yang ada. Penelitian tentang kondisi lingkungan, dampak aktivitas
manusia, dan solusi yang mungkin harus menjadi bagian integral dari pengembangan
kebijakan.® Oleh karena itu, kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat sangat
diperlukan.

Ketidakpastian hukum juga menjadi faktor yang menghambat investasi dalam sektor
lingkungan. Investor sering kali ragu untuk berinvestasi di proyek yang terkait dengan
lingkungan jika tidak ada kepastian hukum yang jelas.!® Oleh karena itu, penting bagi
pemerintah untuk menciptakan regulasi yang transparan dan stabil. Ini akan memberikan
keyakinan kepada investor bahwa mereka dapat beroperasi dengan risiko yang minimal.

Akhirnya, hukum lingkungan di Indonesia harus dapat beradaptasi dengan perkembangan
global. Isu-isu lingkungan tidak mengenal batas negara, dan kolaborasi internasional menjadi

sangat penting. Indonesia perlu terlibat aktif dalam perjanjian internasional mengenai

" Imam Budiarta, “Penegakan Hukum Lingkungan: Tantangan Dan Solusi Di Indonesia.,” in Journal UGM

(Yogyakarta, 2021).

8 Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Perubahan ITklim,”
2021.

® Yono Nughroho, “Perubahan Iklim Dan Hukum Lingkungan Di Indonesia” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022).

10 Prasetyo, “Hukum Lingkungan Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia,” Jurnal Hukum Internasional

9(4) (2020): 223-39.
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perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Melalui kerja sama internasional, Indonesia
dapat memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas dalam upaya melestarikan
lingkungan. Secara keseluruhan, hukum lingkungan memiliki potensi yang besar dalam
mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia. Namun, untuk mencapai efektivitas yang
diharapkan, perlu dilakukan berbagai reformasi. Penegakan hukum yang lebih baik,
peningkatan kesadaran masyarakat, pengakuan terhadap hukum adat, dan kolaborasi antara
berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih
sehat dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya penting untuk generasi sekarang, tetapi juga

untuk generasi mendatang.

KESIMPULAN

Hukum lingkungan di Indonesia memainkan peran vital dalam mengatasi tantangan
lingkungan yang semakin mendesak. Meskipun terdapat kerangka hukum yang sudah ada,
implementasi dan penegakan hukum yang efektif masih menjadi tantangan besar. Kelemahan
dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta hambatan administratif
mengakibatkan kerusakan lingkungan yang terus berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya
kolaboratif dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas hukum lingkungan.

Partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap hukum adat merupakan aspek penting
dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan
keputusan dan pengawasan lingkungan akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka.
Dengan memanfaatkan pengetahuan lokal, hukum lingkungan dapat diperkuat dan disesuaikan
dengan kondisi spesifik setempat. Hal ini tidak hanya memperkuat perlindungan lingkungan,
tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya integrasi pendekatan keberlanjutan dalam kebijakan publik juga tidak dapat
diabaikan. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung investasi dalam
praktik ramah lingkungan dan teknologi hijau. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta
harus didorong untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi masalah lingkungan.
Dengan cara ini, diharapkan hukum lingkungan dapat menjadi pendorong utama dalam
pembangunan berkelanjutan.

Akhirnya, komitmen terhadap kerja sama internasional dalam isu lingkungan menjadi
semakin penting. Mengingat bahwa tantangan lingkungan bersifat global, Indonesia perlu aktif

berpartisipasi dalam perjanjian internasional dan berbagi pengetahuan serta sumber daya
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dengan negara lain. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan
perlindungan lingkungan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk

keberlangsungan planet ini.
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